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ANALISIS UPAYA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  CAKUPAN 
PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH BIDAN DI POLIKLINIK PUSKESMAS 
TLOGOSARI KULON SEMARANG TAHUN 2011 
Oleh: Goodfriedus Wilibrodus Rahun 
Abstrak: 
Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di Kabupaten/Kota adalah 
tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di Kabupaten/Kota. 
Kriteria SPM yang digunakan adalah tingkat pencapaian target cakupan pertolongan 
persalinan oleh bidan. Persentase cakupan pertolongan persalinan oleh bidan di 
Poliklinik Puskesmas Tlogosari Kulon Semarang berada di bawah target SPM yaitu 
21.8% pada tahun 2011. Rendahnya cakupan pertolongan persalinan oleh bidan di 
Poliklinik Puskesmas Tlogosari Kulon disebabkan karena kurang optimalnya fungsi 
koordinasi kerja, komunikasi organisasi dan pengarahan pimpinan dalam upaya 
mencapai target cakupan pertolongan persalinan oleh bidan. Tujuan penelitian 
adalah menganalisis upaya pencapaian SPM melalui upaya koordinasi kerja, 
komunikasi organisasi dan pengarahan pimpinan. Penelitian ini termasuk jenis 
penelitian deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Analisis data bersifat 
terbuka, artinya senantiasa mengalami penyempurnaan, perubahan dan perbaikan 
berdasarkan data yang masuk. Data yang dikumpulkan adalah data primer hasil 
wawancara mendalam dan juga data sekunder yang relevan dengan keperluan 
penelitian. Subyek penelitian diambil secara purposive sampling yaitu bidan rawat 
bersalin di poliklinik Puskesmas Tlogosari Kulon Semarang. Hasil penelitian 
menunjukkan upaya koordinasi kerja yang dilakukan belum berjalan optimal karena 
dilakukan secara non formal, demikian pula dengan komunikasi organisasi lebih 
sering dilakukan secara non formal, sedangkan pengarahan pimpinan lebih bersifat 
otokratis. 
Kata kunci: standar pelayanan minimal, cakupan pertolongan persalinan oleh 
bidan, upaya pencapaian cakupan pertolongan persalinan 
Abstract: 
Minimum service standards (SPM) health sector in regency/city is the health care 
performance benchmark held in regency/city. The minimum service criteria used is 
the level of achievement on target coverage in maternal and child health services as 
indicators to delivery assistance by a midwife at polyclinik of Tlogosari Kulon Public 
health center. The number or percentage of delivery assistance coverage by a 
midwife at polyclinic of Tlogosari Kulon health center is still below the MSS target in 
2011 by 26,8%.  The low coverage of delivery assistance by a midwife at the 
polyclinic of Tlogosari Kulon health center caused by less optimal of job coordination 
function, organizational communication and leadership direction in the effort to 
achieve a minimum standard of service in delivery assistance coverage by a midwife 
at the Polyclinic of Tlogosari Kulon health center. The purpose of this study is to 
analyze the achievement of minimum service standard in delivery assistance 
coverage through the job coordination, organizational communication and leadership 
direction. The results of study indicated that the job coordination have being 
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conducted during this periode has not been optimal because it is done in a non-
formal, as well as communication is more often performed in non-formal and 
leadership direction which is only unidirectional or performed autocratically. 
 
Keywords : minimum service standards; coverage of delivery assistance by a   
midwife; efforts to achieve percentage of coverage of delivery 
assistance by a midwife 
 
PENDAHULUAN 
Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah salah satu bentuk standar yang 
pada dasarnya ditetapkan untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan 
kewenangan wajib oleh daerah sekaligus merupakan akuntabilitas daerah kepada 
Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.  Standar Pelayanan 
Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang 
merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara 
minimal. 
Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan di Kabupaten/Kota adalah 
tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di Kabupaten/Kota. 
Dengan SPM bidang kesehatan diharapkan pelayanan kesehatan yang paling 
mendasar dan esensial dapat dipenuhi pada tingkat paling minimal secara nasional. 
Dalam penelitian ini kriteria yang digunakan oleh penulis adalah tingkat pencapaian 
target cakupan standar pelayanan minimal pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 
khusus untuk indikator pertolongan persalinan oleh bidan. Target cakupan mengacu 
pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 71 Tahun 2004 tentang Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah. 
Menurut rekap laporan bagian Poli Kesehatan Ibu dan Anak (Poli-KIA) 
Puskesmas Tlogosari Kulon, diperoleh data cakupan pertolongan persalinan yang 
dilakukan di Poliklinik Puskesmas Tlogosari Kulon pada tahun 2009 sampai tahun 
2011 mengalami penurunan setiap tahunnya. Berikut adalah laporan bagian Poli-KIA 
untuk cakupan pertolongan persalinan di Poliklinik Puskesmas Tlogosari Kulon untuk 
tiga tahun terakhir 
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Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan di Poliklinik Puskesmas 
Tlogosari Kulon Semarang Tahun 2009 - 2011 
 
Tahun 
Cakupan Persalinan di Poliklinik 
Puskesmas 
Absolut Persentase 
2009 547 41,7% 
2010 438 31,9% 
2011 382 26,7% 
Berdasarkan data tersebut terlihat rata-rata cakupan pertolongan persalinan 
oleh bidan di Puskesmas Tlogosari Kulon mengalami penurunan dari tahun 2009 
sampai 2011. Sebagian besar persalinan dilakukan di klinik Bidan Praktek swasta 
(BPS). Tercatat sebanyak 15 BPS yang tersebar di wilayah kerja Puskesmas 
Tlogosari Kulon pada tahun 2011. Puskesmas Tlogosari Kulon merupakan 
Puskesmas perawatan dan juga merupakan Puskesmas PONED. 
Masih rendahnya cakupan pertolongan persalinan oleh bidan tersebut, 
disebabkan karena belum optimalnya pengelolaan fungsi koordinasi kerja, 
komunikasi organisasi dan pengarahan pimpinan dalam upaya mencapai target 
SPM cakupan pertolongan persalinan oleh bidan. 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan cross 
sectional. Analisis data bersifat terbuka, artinya senantiasa mengalami 
penyempurnaan, perubahan dan perbaikan berdasarkan data yang masuk. Data 
yang dikumpulkan adalah data primer hasil wawancara mendalam dengan informan 
penelitian serta data sekunder yang relevan dengan keperluan penelitian. Subyek 
penelitian diambil secara purposive sampling yaitu bidan rawat bersalin di poliklinik 
Puskesmas Tlogosari Kulon Semarang. Sedangkan untuk informan triangulasi 
adalah Kepala Puskesmas Tlogosari Kulon Semarang dan Kepala Seksi sub bagian 
Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kota Semarang. 
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HASIL DAN ANALISIS 
1. Upaya Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Cakupan Pertolongan 
Persalinan Oleh Bidan 
Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan penelitian; 
poliklinik Puskesmas mengalami keterbatasan tenaga bidan dari segi kuantitas 
dalam rangka mencapai SPM cakupan pertolongan persalinan. Bidan telah 
melakukan upaya mengajukan permohonan penambahan tenaga bidan, namun 
sampai saat ini belum diberi tambahan tenaga bidan sehingga pencapaian SPM 
cakupan pertolongan persalinan belum bisa sesuai target. Demikian pula dengan 
fasilitas berupa ruang rawat bersalin, poliklinik Puskesmas Tlogosari Kulon 
belum mempunyai ruang rawat bersalain (RB) sendiri, samapai saat ini ruang RB 
di poliklinik puskesmas Tlogosari Kulon masih digabung dengan ruang rawat 
inap umum (RI). Bidan telah telah melakukan upaya pengajuan usulan untuk 
pengadaan ruang khusus untuk rawat bersalin, sebagai hasil dari upaya tersebut 
pihak Puskesmas sampai saat ini masih dalam tahap renovasi sehingga nantinya 
di Poliklinik Puskesmas Tlogosari Kulon tersedia ruang khusus rawat bersalin 
untuk menunjang pelayanan pertolongan persalinan. Sedangkan menurut Kepala 
Seksi sub bagian Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kota Semarang 
menyatakan bahwa pihak Dinas Kesehatan sifatnya menambah kualitas mutu 
pelayanan. Kalau mengenai rekrutmen tenaga bidan pihak Dinas Kesehatan 
tidak bisa melakukan sendiri melainkan harus di bawah Pemerintahan Kota 
Semarang. Sementara acuan yang dipakai oleh pihak Dinas Kesehatan Kota 
Semarang mengenai jumlah bidan di tiap Puskesmas adalah; Puskesmas 
perawatan minimal 5 orang bidan, Puskesmas non perawatan dan tidak punya 
Puskesmas pembantu minimal 2 orang bidan, Puskesmas pembantu minimal 1 
orang bidan. 
Keberhasilan program pertolongan persalinan oleh bidan yang ditunjukan 
oleh tercapainya cakupan pertolongan persalinan sesuai target SPM menjadi 
indikator kerja Puskesmas. Cakupan pertolongan persalinan di poliklinik 
Puskesmas Tlogosari Kulon masih sangat rendah, kondisi ini didukung oleh 
minimnya tenaga bidan dan juga belum tersedianya ruangan rawat bersalin 
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untuk pelaksanaan pertolongan persalinan. Hal ini memberikan suatu gambaran 
sederhana bahwa program pertolongan persalinan oleh bidan masih menjadi 
masalah utama di poliklinik Puskesmas Tlogosari Kulon sehingga harus 
mendapat perhatian dari pihak penyelenggara pelayanan untuk segara dilakukan 
perbaikan guna meningkatkan kinerja. 
2. Upaya Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Cakupan Pertolongan 
Persalinan Oleh Bidan Melalui Koordinasi Kerja 
Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan penelitian, 
sistem bidan-bidan telah berupaya melakukan koordinasi kerja dalam rangka 
mencapai SPM cakupan pertolongan persalinan di Poliklinik Puskesmas 
Tlogosari Kulon, akan tetapi upaya koordinasi yang dilakukan oleh bidan dalam 
pelaksanaan pelayanan pertolongan persalinan adalah lebih sering melalui 
pertemuan non formal yaitu dengan saling memberitahu dan menularkan 
informasi saja, jadi tidak dilakukan pertemuan khusus untuk membahas 
mengenai pelaksanaan pelayanan pertolongan persalinan oleh bidan dengan 
beberapa alasan salah satunya karena keterbatasan waktu sebab terlalu banyak 
kegiatan yang harus dilakukan, baik kegiatan di dalam gedung maupun kegiatan 
di luar gedung. Menurut pendapat Kepala Puskesmas, pertemuan formal hanya 
diperuntukkan bagi koordinasi lintas program, sedangkan untuk program 
pertolongan persalinan dilakukan secara interpersonal antar bidan pelaksana 
program. 
Koordinasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: 
mengadakan pertemuan resmi antar unsur-unsur atau unit-unit yang harus 
dikoordinasikan, mengangkat seseorang, suatu tim atau panitia koordinator yang 
khusus bertugas melakukan kegiatan-kegiatan koordinasi, membuat buku 
pedoman yang berisi penjelasan tugas dari masing-masing orang atau masing-
masing unit, pimpinan atau atasan mengadakan pertemuan dengan 
bawahannya. Melakukan kegiatan koordinasi dengan berbagai cara seperti 
tersebut di atas adalah amat perlu sebab adanya kegiatan koordinasi dapat 
menghindarkan konflik, mengurangi duplikasi tugas, meniadakan pengangguran, 
melenyapkan kepentingan unit sendiri dan memperkukuh kerjasama. Dengan 
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koordinasi diharapkan akan tercipta suasana kerjasama, kesatuan tindakan dan 
kesatuan tujuan akhir. 
Sementara koordinasi kerja yang dilakukan di poliklinik Puskesmas 
Tlogosari kulon selama ini lebih banyak bersifat koordinasi non formal karena 
tidak ada pertemuan/rapat formal sebagai bentuk koordinasi kerja untuk program 
persalinan. Hal ini disebabkan oleh beban kerja bidan yang berlebih sehingga 
bidan tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan koordinasi kerja secara 
formal, misalnya melalui rapat resmi untuk program pertolongan persalinan. 
Salah satu prinsip koordinasi kerja adalah komunikasi. Koordinasi yang 
baik harus dimulai dengan menjalin komunikasi yang baik dan efektif antar 
anggota organisasi baik secara formal maupun non formal. Komunikasi yang 
baik memungkinkan transmisi informasi mengenai aturan, kebijakan, maupun 
prosedur pada semua level sehingga mendukung koordinasi. koordinasi secara 
non formal akan mempengaruhi efektivitas suatu pekerjaan. 
3. Upaya Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Cakupan Pertolongan 
Persalinan Oleh Bidan Melalui Komunikasi Organisasi 
Menurut hasil penelitian, komunikasi yang terjalin, baik antar sesama 
bidan maupun dengan atasan dalam hal ini Kepala Puskesmas mengenai  
penyelenggaraan pelayanan pertolongan persalinan berlangsung secara formal 
dan non formal. Akan tetapi komunikasi yang terjalin selama ini adalah lebih 
sering dengan menggunakan komunikasi secara non formal agar lebih efektif 
waktu, misalnya dengan komunikasi langsung saat bertemu atau dengan saling 
memberikan informasi apa yang diperoleh. Selain itu, Kepala Puskesmas juga 
biasanya mengumpulkan para pelaksana dan penanggung jawab yang terkait 
dengan program untuk kemudian dilakukan diskusi kecil mengenai pelaksanaan 
pelayanan pertolongan persalinan, kemudian hasil dari forum tersebut untuk 
kemudian diusulkan dan dibahas bersama dalam pertemuan lintas program 
Puskesmas. 
Berdasarkan tingkat keseriusannya, komunikasi dibedakan antara yang 
resmi (formal) dan takresmi (nonformal). Komunikasi resmi biasanya menuntut 
keseriusan baik pengirim maupun penerima. Ini ditunjukkan dengan penggunaan 
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bahasa yang baik dan benar serta kaidah-kaidah tata bahasa yang baku. Dalam 
komunikasi resmi yang dilakukan secara lisan, baik penutur maupun pendengar 
biasanya bahkan mendukung penampilannya dengan pakaian yang sopan. 
Komunikasi takresmi bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa 
membutuhkan suatu keseriusan.  
Dimensi komunikasi internal organisasi terdiri dari komunikasi vertikal dan 
komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal mencakup komunikasi dari pimpinan 
kepada bawahan dan komunikasi dari bawahan kepada pimpinan secara timbal 
balik. Dalam komunikasi vertikal, pimpinan memberikan instruksi-instruksi, 
petunjuk-petunjuk, informasi-informasi, penjelasan-penjelasan, dan lain-lain 
kepada bawahannya. Dalam pada itu, bawahan memberikan laporan-laporan, 
saran-saran, pengaduan-pengaduan dan sebagainya kepada pimpinan. 
Sedangkan komunikasi horizontal mencakup komunikasi antara anggota staf 
dengan anggota staf, karyawan sesama karyawan dan sebagainya. Berbeda 
dengan komunikasi vertikal yang sifatnya lebih formal, komunikasi horizontal 
seringkali berlangsung tidak formal. Mereka berkomunikasi satu sama lain bukan 
pada waktu mereka sedang bekerja, melainkan pada saat istirahat atau pada 
waktu pulang kerja. 
Sehingga dengan demikian komunikasi secara non formal akan 
berpengaruh terhadap keseriusan anggota organisasi dalam menjalankan 
perannya guna mencapai tujuan organisasi, karena pesan dalam komunikasi non 
formal tidak menuntut suatu keseriusan karena sifatnya yang tidak resmi. 
Berbeda dengan komunikasi formal yang pesan atau informasi yang 
disampaikan lebih bersifat resmi dan menuntut kepastiaan tanggung jawab dari 
anggota organisasi. 
4. Upaya Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Cakupan Pertolongan 
Persalinan Oleh Bidan Melalui Pengarahan Pimpinan 
Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan penelitian, 
Kepala Puskesmas telah berupaya melakukan pengarahan dalam rangka 
mencapai SPM cakupan pertolongan persalinan di Poliklinik Puskesmas 
Tlogosari Kulon, akan tetapi bentuk pengarahan yang dilakukan oleh Kepala 
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Puskesmas selama ini lebih banyak bersifat memberi instruksi-instruksi tanpa 
disertai informasi-informasi yang cukup dalam rangka pencapian target cakupan 
pelayanan yang telah ditetapkan. Menurut Kepala Puskesmas bahwa selama ini 
memang tidak melakukan pengarahan secara khusus kepada bidan mengenai 
upaya pencapaian standar pelayanan minimal pertolongan persalinan. Tetapi 
sebagai pimpinan, Kepala Puskesmas melakukan Kontrol dan evaluasi kepada 
semua bagian termasuk bagian KIA. 
Semua usaha kelompok memerlukan pengarahan, kalau usaha itu akan 
berhasil dalam mencapai tujuan-tujuan kelompok. Setiap anggota itu haruslah 
mempunyai informasi yang diperlukan untuk melakukan tugas yang diserahkan. 
Pengarahan yang baik bukanlah kediktatoran, seorang pegawai harus diberi 
informasi yang diperlukan mengenai kuantitas, kualitas dan batas-batas 
pemakaian waktu pekerjaannya. Diharapkan, bahwa informasi ini pasti dan 
sempurna, namun ringkas, bahwa persyaratan-persyaratan kerja ada dalam 
kecakapan dan kemampuan seseorang, dan bahwa fasilitas-fasilitas terbaik yang 
tersedia dalam organisasi itu diadakan. 
Menurut Azwar, salah satu syarat pengarahan yang baik adalah informasi 
yang lengkap. Maksud dari informasi yang lengkap ialah dalam memberikan 
perintah atau petunjuk harus dilengkapi dengan segala keterangan yang 
diperlukan (comprehensive information). Keterangan yang dimaksudkan ini 
sering disusun dalam suatu uraian khusus yang disebut dengan nama petunjuk 
pelaksanaan. 
Dari hasil penelitian, teknik pengarahan yang dilakukan oleh Kepala 
Puskesmas Tlogosari Kulon dalam upaya mencapai SPM cakupan pertolongan 
persalinan oleh bidan termasuk teknik pengarahan otokratis. Di sini pengarahan 
dilakukan secara satu arah yakni dari pimpinan kepada bawahan. Pimpinan 
menetapkan segalanya, sedangkan karyawan hanya melaksanakan saja. 
Keuntungan dari teknik ini ialah proses pengarahan berjalan cepat. Kerugiannya 
ialah dapat timbul kesalahan dalam pengarahan. Teknik ini hanya baik jika 
diterapkan dalam suatu organisasi yang memiliki kepemimpinan kuat serta 
pendidikan karyawan masih terbatas. 
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KESIMPULAN 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Bidan-bidan telah melakukan upaya koordinasi kerja dalam rangka mencapai 
SPM cakupan pertolongan persalinan di poliklinik Puskesmas Tlogosari Kulon 
akan tetapi upaya koordinasi yang dilakukan sejauh ini belum berjalan optimal 
karena tidak dilakukan pertemuan khusus untuk membahas mengenai 
pelaksanaan pelayanan pertolongan persalinan sehingga bentuk koordinasi kerja 
yang sering dilakukan hampir seluruhnya dilakukan secara non formal. Sehingga 
cakupan pertolongan persalinan oleh bidan di poliklinik Puskesmas Tlogosari 
Kulon masih berada di bawah target SPM. 
2. Bidan-bidan telah melakukan upaya komunikasi organisasi dalam rangka 
mencapai SPM cakupan pertolongan persalinan di poliklinik Puskesmas 
Tlogosari Kulon, akan tetapi komunikasi organisasi yang berlangsung selama ini 
lebih sering dilakukan secara non formal sehingga sehingga pesan yang 
mengalir dalam komunikasi lebih bersifat tidak resmi sehingga berpengaruh 
pada upaya pencapaian cakupan pertolongan persalinan di poliklinik Puskesmas 
Tlogosari Kulon. 
3. Bentuk pengarahan yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas selama ini hanya 
memberi instruksi-instruksi tanpa disertai informasi-informasi yang cukup dalam 
rangka pencapaian target cakupan pelayanan pertolongan persalinan yang telah 
ditetapkan. Pengarahan yang dilakukan oleh pimpinan bersifat otokratis. 
SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diberikan saran sebagai 
berikut: 
1. Dalam kaitannya dengan koordinasi kerja, maka perlu dilakukan upaya 
meningkatkan koordinasi formal melalui rapat rutin dan sistemis dengan seluruh 
bidan pelaksana pelayanan pertolongan persalinan dan lintas sektor yang terkait. 
2. Perlu meningkatkan bentuk komunikasi yang bersifat formal melalui 
pertemuan/rapat baik antar sesama bidan maupun antar bidan dengan seluruh 
perangkat kerja Puskesmas Tlogosari Kulon Semarang. 
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3. Meningkatkan peran Kepala Puskesmas sebagai pemimpin dalam hal 
melakukan pengarahan terhadap bawahan yaitu dengan melakukan pengarahan 
khusus untuk kinerja bidan, memberikan motivasi kepada bidan, membantu 
memacahkan masalah, serta menggunakan komunikasi yang efektif. 
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